
TENTANG 

TATA GARA PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT BUKAN 
BERASAL DARI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON83) 

YANG BERNILAI EKONOMIS 

e 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentuka 
Daerah.daerah Kabupaten dalarn lingkungan Propinsi Jae 
Barat (Benita Negara Tahun 1950 

2. Undang-Undang Nomor 18 ahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerh gebagaimana tetah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200Q tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan fRetnbusi Daerah (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2000 Nomnor 246, Tarr.bahan Lembaran 
Negara Repubtk Indonesia Noor 4048 

batwas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pas 7 
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Beiasi Nomor 9 Tahun 200/ 
tentang lzin Pengelolaan Lirbah Padat Bukan Beras=l dai Bahan 
Berbahaya dan Beracun (Non-B3) yang Bemilai Ekonorig 

(Lembaran Daerah Kabupaten Beikasi Tahun 2007 Ngmor 9), mate 
dipandang pertu menetapian Peratura Bupati tentang Tata Ce 
Penerbitan lzin Pengelolaan Limbah Padst Bukan Berasal Dar; 
Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) yang Bernitai Ekonomis 

BUPATT BEKASI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

VOMOR 12 TAHUN 2007 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

TAHUN 20OT NOOR 

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI 

- 



Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang lzin 
Usaha Industrni (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 
1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
indonesia Nomor 3358 

Feraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tetang 
Pengelolaan Lirbah Baha Bertahgya dan Beracun 
sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Pemerin 
Nomor 85 Tahu 1999 tentang Pertahan Atas eraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahu 1999 tentang Pengelolaan 
mbah Bahan Berbahaya dan Beraun (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Taun 1999 Naenor 190 leenbahar 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nmar 3910 

ndang-Undang Nomor 23 Tatun 1997 tentang Pengelolear 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara FRepublik Indonesia 
Nomor 8 Tghun 1997, Tambahan Lembaan Negara Repute 
Indonesia Nonor 3899 

Undang--Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintanan Daerah sebagaimana telah diubah dengar 
Undang--Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peneta,an 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang--Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang--Undang Nomor 
32 Talun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjad: 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nome 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norr 4548 

7 

9. Peraturan Pemerintah Nomnor 74 Tahu 2001 tentang 
Penaelolean 8aha Berbaha dn Beracun (Lenbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndones.i Nnor 4153 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentag 

Pembagian Urusan Pemerintaha Antaa Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pererintahen Deeah 
Kabupaten/Kot (Lembaran Negara Repub#k Indonesia Tahun 
2007 Noor B2, Tmbaan Lembaran Negara Republk 
Indonesia Nomor 4737) 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingiat II Bekasi Nomor 
4 Tahun 1988 tentang Ketentuan Urum Kebersiha, 
Keindahan dan Ketertiban Dalam Witayah Kabupaten Daerah 
Tingket II Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerat 
Tingkat l Bekasi Tahu 1988 Namer 1 Sen CJ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 

8. eraturan emerntah Nomor 86 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2001 
Noor 119 Tarbaha Lembaran Negara Republik Indonesia iomor 4139) 
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12 Peraturan Daerah Kabupaten Dae ah Tingkat II Belasi Nomor 
14 T8tun 1991 tentang lzin Undarg-Undag Geaggua dad 
Lin Tempat Ls.aha Wileyh Kabus.aten peerah Tingiat It 

Belkasi sebagairan telah bebrapa kali diubah terkchir 
dengan Peraturan Dau rah Kabupaten Blasi Nome 22 Tahun 
2001 tertang Perubaha edu at.as Peraturs Oaerah 
Kabupaten Daerah Tinglat l Bekasi Nomor 14 Tahun 199 
tentang izin Undang-Undang Gargguan dan Lin Tempat 
Usaha dl Wlayah Kabupaten Daerah Tinglat Il Beas! 
(lembaran D ae rah  Kabupaten Belasi Tatun 2001 Norr 6 
Seri C) 

13 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nmor 4 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daera 
Kabupate Bek (Lembaran Daergh Kabupate Bek 
Tahun 2004 Nornor 3 Seri D 

14 Perturan Daerah Kabupaten Belgsi Nornot g Thu 20OT 
tentang lzin Pengelolaan Lirbah Pad8t Bulan Beras4l Dari 
Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-83) yang Be 1ila 
Ekonomis (Lembaran Daerh Kabupaten Bekasi Tahun 2007 
Noor 9) 

M E M U T U S K A N  

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TATA CARA 
PENERBITAN LIN PENGELOLAN LIMBAH PADAT BUKAN 
BEASAL DARI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON-83) 
YANG BER VILA! ENON0MIS 

8AB 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupeat ini, yang dial.sud 

L. Darah adalah Kabupaten Bell 

2 Pemerintah Daerah aoalah Pererintah Kabupate Bell 

3. Bupati adalah Bupai Bias 

4. Dias adalah Dinas Pengendalign Damnpak Lingkunan da Pertamnbang-an 
Kabupaten Beikai 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Din.as Pengendaian Dampak Linglungan dan 
Petarabanyan Kabupaten Belas 

6. Badan adalah sekurputan orang dan/atau modal vang merupakan kesatuan beak 
yang mnelakula us.aha maupun yang tidal melakukan usaha yang meliputi 
peeseroan Terbatas, Perseroa Kormanditer, perseroan lainya. Baden ts.ah Mi 

Negara at Daerah dengan arna dan dalam bentuk apapun, firms, kongsi, 
k0per3si, an pensiun, persekutun, periuroulan. vie ever 



orgarisasi sosial politik, a au organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tet 
da bentuk usaha lainnya 

7 Limbah padat buken berasal dari bahan berbahaya dan beracun (non-B3) yang 
bernilat ekonomis, selanjutrya disebut limbah padat non-83 yang bernilai ekonomis 
adalah limbah diluar imbah cair dan gas yang merupakan hasil akhir dan tidak 
dimanfaatkan lagi dalam proses produksi atau barang buangan sebagai sampah 
sisa pengapalan (shipping), sisa bahan bakg dan sisa bahian penolong atau jene 
limb.ah padat lainya yang bernilai ekonomis tidak berbahaya atau residu yang tidake 
dipernitungkan sebagai limbah industri tetapi dimungiinkan untuk dipergunakan 
kembali (re-use) atau didaur ulang (re-cycling 

8 Pengelola limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis adalat setiap orang ata 

badan hukum yang melakukan kegiatan permanfaatan lirbah melalui pengolahan 
ecaa berdaya guna dan berhasil guna 

9, Penghasit lirnbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis adalah setiap orang atau 
badan yang bergerak dalam bidang industri yang dalam proses produksinya 
menghssilkan limbah padat non3 yang berilai eknomis 

Io. lzin adalah izin saha yang diberikan kepada setiap orang atau badan unteke 
melakukan pengelolaan lirbah padat yang berrilai eikonomis 

l. Penegang izin adalah setiap orang atau badan yang telah memuryai izin unte 
melakukan pengelolaan imbah padat yang bernilai ekoomis 

12 Surat lzin Usaha adalah bentuk naskah izin us.aha yang telah ditetapkan Keala 
Dinas atas nama Bupati sebagai tanda bukti untuk menyelenggarskan us.aha 

BAB l 

TATA CARA MEMPEROLEH ZIN 

Bagian Pertama 
Ururn 
Pasal 2 

(1) Setiap pongelolaan limnbah padat non-B3 yang berrilai ekonomis di wtau.h 
Kabupaten Bekasi wajib memiii izin dani Bupati Bekast 

(2) lzin sbagaiman dimaksud pada ayat () dapt diberikan kepada setip orang% 
badan 

Bagian Kedua 

Persyaratan 

Pasal 3 

(I) Permohonan untuk mernperoleh izin diaijukan secara tertulis kepada Bupat Belet 
0hi4a4a 



(2) Permohonan untuk memperoleh izin sel@in sebagaimana dinaksud pada ayat () 
juga hanus neoneruhi peryarata sebagai benut 

d peyarat.an ntuk usaa pr0a.1ga1, hatus d en gka p i  denga 

gala tu Tada Pedudie (KTP') proton atau paggungjweat; 
salinan dolmen perjan ja n  kerja sama  au  kontrak  era sarna  dengan 
penghas. limn.bah padat non-B3 yang bernilai ekonomis, 

dournenkepernil.an laha 

Lin Undang-Undang Gangguav/HO, 

salinan izin usaha perdagan9an 

surat perryataan upaya pengelolaan lingungan (SPUPL 
sket peta situasi dan denah pengelolaan lirnbah padat non.83 yang 
bernilai eonoris 
surat keterangan domisili dani Kepala Desallurah yang diketahui Camat 8 

f 

2 

Bagian Ketiga 

eneltiberkas da Perinjauan Lapa1gain 

b. untuk bada hukumn, haus diengapi dengan 

f salinan Kartu Tada Peduduke (KTP) pimping 

2 sal.nan dolumen perjanja kerja sarna  atau kontrak kerja a07a de09an 
penghasit lirbah padat non83 yang bernide ekt nornis 

3. dolumen keperratiks lahan; 

4 tin Undang-Undang Gaggun/O; 

5. salinan iin usaha per0dagaga 

6 salinan dokumen tanda daftar perusahaan 
7 $alinan  Akta  Pendirian Perusahaan 4Jani Notaris 

8 Nomor Pokok Wajib Pajak (Ny 

9. surat peryataan up@ya pengetolaa lingkunan (SLPL 

10. sket peta situasi dan denah pngelolaan lirba' padat non83 a 
berrii ek0nor7is 

(1) Setelah berkas permohonan iin diterima dengan iengkap dan benar sebaairnan 
dinaktud dala pgsal 3, maka aka diadak.an peninjauan ke lapangan untuk 
menyesuaik.an data engan eadaan sebenarnya 

(2) asil peninjauan lapangan sebagaimana dimnaksud pads ayat (1), dituana 
kedaln Be.it% Aar% Perks (9A' lapang.an yang juga merupakan 
kelengapan persyarat.a p00770/001a01 4.if 



b. salinan izin pengelclaan limnbah padat non-B3 yang 
debt.a, 

c. salinan dokuren perjanjian era a7a 0.a orrak kea4 $a07a 40ga pen1gh09l 
limn.bah padat non-B3 yang bernila eonoris dalam al pejapan1keja sa0a tela 

berak hit atau telah diae0dun 

d bukti perbuangan limn.bah padat non83 yang sudah idak lai been"ail ekcomis 
terpat permnbuaga akchi (TPA 

Untuk me'akukan perpanyangan izin sebagaimana dimnaksud dalamn Pesa 7 yat (2) 
pemegang iin mengajuian permohonan secaa tertutis iepara gupati mn lui Kep la 
Dias dergat melamnpirk.an $ya0a-ya0a sebaa be'iKut 

a saline T 

Bagian Keenan 
Jangi Waktu ii 

Pasat 

(1) Jangka waktu lzin pengelolaan limbah padat non-3 an berruai elonomis adalah 
elaa 2(dua) taburn 

(2) Dalam hal jangka waktu izin tel.ah berakhir sebaaimnana dike ud pad aryat (1) 
mala pemegang iin wait mengajukan perpanjangan iin kepada Bupati melalui 
Kepala Dins 

Bagan Keira 

• angka Waktu Penertitan lzin 

Passi 6 

Bagian Keempat 

Penerbitan izin 

Pasal 5 

Jangka waktu penyeleraian at.as permohonan iin paling tarn.bat 12 (du belas) hart 
kerja sejak ditemaya Derkas permohona secata lenglap 

Dalamn hal berkas permohonan diryatakan lengkap da bear serta berdaakan asl 
peninjaua sebagairans dimnal.sud dalae Pas.al 4, maks Kepala Din.as atas narha 

Bupati meerbitan izin 



BAB II 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasat 9 

() Setia peregang izin wail mermatuti ptaturan perundang-untangan yand 
mergatur mengena lingkunga hidup 

(2) Peregang izin wab memberikan lap&ran scars berk.ala setis 3 (tiga) Dulan 
kepada Kepala Dias mengena perkerbangausahany.a 

(3) Dalamn hal yang dianggap perlu Kepala Dinars dapat merinta laporan tetent 
kepada pernegang izin dan dapat melakukan pemantauan, pengawas.an at.as 
pengelolaan limbah padat non-B yang berna konoris dinulsi dai penghasi 
(hula) sampai epada pernanfaat (hilir) 

Pasal 10 

(f) Setiap terjadi perubaan, penabahan dan perinds'an usaha male izin yang 
telah iberikan harus diperbaharui den9an mengdjuan per0honan kpa1a epala 
Dina.s 

c) setap akan metakoa_P""Mmenambah uaha. mala pem e ga  in  hara  
mendapatka  persetuiuan  telebih  dahulu dani Bupai melalui Kepala Dinas 

(3) Setiap terjadi pernindahan hake sebagaimane din.kcsud pads ayat (). per il.k  bu 
diwag0kan megajuk.an permohonan iin baru at.as narnanya sendini dengan jangka 
waktu paling lambat 30 (iga puluh) hari terhitung tangal perindahan hak 

(4) Setiap peregafg izn yang menghenan usaharrya, diwaiban meaporan dan 
mengerballa lzin epada Kpa Dias paling lam.bat 3 (tiga puluh) hari 
ternitung mulai tanggal usaha itu berhenti 

(1) Dalam hal permnegang izin dalam mnelakuks kegiatan usaha menirnbuse 

veneer@ran term@ao totyoan ta_ r e a  et@nsa  epg"""" 
dalamn Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007 tetang lir 

Pengelolaa Lirbah Padat Bula Ber al de Bahn Bertaharya dee Bu acun 
(Non-a3) yang Bern#lei Ekonomis, serta bertentangan dengan Peratunan Bupati ini, 
maka dikenakan sanksi suai dengan ketntuan ya0gberiaku d.an a.pa 4rail 

dengan pecabutan izin 

(2) Sebelum sanksi pencabutan iin sebagairnana dialsud pada ayat (1) di kan, 
terlebih dahulu dilakukan upaya sebagai berikut 

eguran tertulis palg banyak tiga kali, 
pemang ila ,  

h.  

penutupan serentarakegiata usa.% 



H. SA'DUDDIN 

H. R. HERRY KOESAERIS. 

UPATEN BEKASI 

Otetap.kan di Beiasi 
pada tanggal 

BUPATT BEKASI 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

BAB V 

KETENTUAN PERALINAN 

Pasal 12 

BERTA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 200T NOMOR 

SEKRFTARIS DA 

Diundangkan di Belkasi 

pada tang9al 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetauinya, mererintaban pen9unangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Benita Daerah Kabupaten Gekas.i 

ethadap izin yang telah diterbitkan sebelurm ditetapkannya Peraturan Bupat in 

dinyata.an tetap berla dan selajun7ya wab melaku.an penyesuaan berdars.ark.a 
Peraturan Bupati iri 


